KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 23/HK.03.1/3101/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 264 /PR.02.4-Kpt/3101/KPU-Kab/XI1/2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 — 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota yang
lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai
sebagaimana tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor
357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun
2020-2024 sebagai pedoman yang memuat sistematika dan
substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Administrasi Kepuluan Seribu.



Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 201);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. Keputusan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020

tentang Rencana Strategis Komisi Pemillhan Umum Tahun
2020-2024;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-

Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu Nomor 22/PR.01.3/3101/2022 Tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Administrasi Kepulauan  Seribu Nomor 263/PR.01.3-
KPT/3101/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN

ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 264/PR.02.4-

Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu yang tercantum dalam lampiran merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang digunakan sebagai dasar menyusun ;

a. rencana jangka menengah;

b. rencana kincrja tahunan;

c. rencana kerja dan anggaran;

d. perjanjian kinerja;

e. laporan kinerja; dan

f. evaluasi pencapaian kinerja.

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian

kinerja sebagimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan

oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum;

Inspektorat Komisi Pemilihan umum diberikan tugas dan

wewenang untuk:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yvang disajikan dalam
laporan kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan

melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada vang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Januari 2022




LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Nomor : 23/PR.01.3/3101/2022 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 264/PR.02.4-
Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 - 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi/Satuan Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu

1. Tugas

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; ;

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota;

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang
a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara



di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat

rekapitulasi suara;

. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

a.
b.

C.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara,;

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu

kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu;
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oieh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling iama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten /kota;
melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan

dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

m.melaksanakan putusan DKPP; dan

1.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan.
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